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ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING SEBAGAI STRATEGI DALAM
MEMINIMALISASI PAJAK TERUTANG PADAPT Y

ABSTRAK
Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak
dengan cara melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan
kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan
jumlah pajak terutang pada PT Y sebelum dan setelah penerapan tax planning, serta
untuk mengetahui dampak penerapan tax planning dalam upaya meminimalisasi
jumlah pajak terutang pada PT Y. Penelitian ini dilakukan di PT Y yang merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik yang berlokasi di Pulau
Bali tepatnya di kota Denpasar. Objek penelitian ini berfokus pada perencanaan
pajak PPh pasal 21 dengan tiga alternatif metode pemotongan PPh pasal 21. Jenis
data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data bersifat sekunder. Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka
dengan teknik analisis data komparatif deksriptif. PT Y menggunakan metode net
dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 karyawannya. Berdasarkan analisis
yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah pajak
terutang sebelum dan setelah tax planning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penerapan tax planning dengan menggunakan metode gross up mampu
meminimalisasikan jumlah pajak terutang badan menjadi Rp 108.841.459 atau
memberikan penghematan jumlah pajak terutang badan sebesar Rp 6.206.343.
Penerapan metode gross up mengakibatkan penurunan laba komersial sebesar Rp
4.497.900, namun penurunan laba komersial tersebut lebih kecil dibandingkan
penghematan PPh badan terutang yang diperoleh dengan menggunakan metode
gross up.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Metode Gross Up, Penghematan Pajak, PPh pasal
21, PPh Badan
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING AS A
STRATEGY IN MINIMIZING TAXES PAYABLE ON PTY

ABSTRACT
Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita

Tax planning is the first step in tax management by analyzing aspects
related to tax obligations. This study aims to determine the comparison of the
amount of tax payable at PT Y before and after the implementation of tax planning,
and to determine the impact of the implementation of tax planning to minimize tax
payable. This research was conducted at PT Y is a company engaged in electronic
sales located on the island of Bali, specifically in Denpasar City. The object of this
research focuses on 21 Income tax planning with three alternative methods of
withholding 21 income tax. The type of data used is quantitative data. The data
source is secondary. The data collection methods used are documentation and
literature study methods with descriptive comparative data analysis techniques. PT
Y uses the net method in withholding 21 income tax for its employees. Based on the
analysis, the results show that there is a difference in the amount of tax payable
before and after the tax planning. The results of this research indicate that the
application of tax planning using the gross up method is able to minimize the
amount of corporate payable tax to Rp 108,841,459 or provide savings in the
amount of corporate payable tax of Rp 6,206,343. The application of gross up
method resulted in a decrease in commercial profit of Rp 4,497,900, but the
decrease in commercial profit was smaller than the savings in corporate income
tax payable obtained using the gross up method.

Keywords: Tax planning, Gross Up Method, Tax Savings, Article Income Tax 21,
Corporate Income Tax
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak di Indonesia sebagai kontribusi wajib yang dapat
dibayarkan masyarakat kepada negara merupakan salah satu penerimaan
terbesar bagi negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pajak
merupakan sektor utama dalam pendapatan terbesar negara yang sangat
dominan digunakan untuk keberlangsungan hidup suatu negara. Peran pajak
sangatlah penting bagi perkembangan suatu negara dan tanpa pendapatan dari
pajak, pembangunan nasional dan pengeluaran negara akan sulit
direalisasikan sehingga, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, kepatuhan
wajib pajak juga menjadi penentu keberhasilan target penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang —
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar — besarnya kemakmuran rakyat (Undang
— Undang Nomor 16 Tahun 2009). Penerimaan pajak yang didapatkan secara
terus-menerus dapat dikembangkan secara optimal dengan menyesuaikan
kebutuhan negara dan kondisi wajib pajaknya. Dari pembayaran pajak
tersebut, berbagai fasilitas yang telah terwujud melalui pembayaran pajak
seperti fasilitas jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas
lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif dan bermanfaat pada

masyarakat. Pajak juga digunakan untuk keperluan pembangunan fasilitas



yang dapat mendukung kelancaran aktivitas perusahaan yang ada di
Indonesia sehingga dapat meningkatkan kinerja pendistribusian perusahaan
dan diharapkan dapat mengefisienkan waktu sehingga dapat mencapai laba
atau keuntungan yang maksimal (Setiyani et al., 2018).

Keuntungan yang maksimal merupakan hal yang penting dalam
sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki tujuan yang utama yaitu
mencapai tingkat laba yang maksimal guna mempertahankan kelangsungan
hidup perusahaan (Going Concern) (Ginting dan Christina, 2018). Tujuan
untuk mencapai tingkat laba tersebut menjadikan perusahaan untuk dapat
menjalankan strategi tertentu dan kebijakan — kebijakan tertentu agar tetap
dapat bersaing. Pentingnya laba tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja
keuangan perusahaan tetapi juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan
keputusan oleh investor ataupun sebagai acuan untuk menentukan besar
kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan,
pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga
perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.
Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak agar seoptimal mungkin
dengan menempuh cara-cara yang legal dan tidak melanggar hukum
perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pembayaran pajak terutang
wajib pajak disebut dengan perencanaan pajak (tax planning).

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan langkah awal dalam
manajemen pajak dengan cara melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang

berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Manajemen Perpajakan merupakan



proses dalam perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian aspek
kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pajak didefinisikan
sebagai strategi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar, namun
jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan tujuan untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, sehingga di masa
berikutnya tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang dapat
menimbulkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum pajak lainnya
(Awwallulah et al., 2022). Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk
menghindari kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi untuk mengatur, sehingga
pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang
seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

Penerapan perencanaan pajak dilakukan secara legal dan tidak
melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika
pelaksanaannya menyimpang dari peraturan undang-undang yang berlaku
maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan tax planning. Perencanaan pajak
yang tepat dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan
badan yang diperoleh dari aktivitas manajemen pajak yang dapat diterima
oleh fiskus. Penerapan perencanaan pajak secara legal dan tepat, maka
perusahaan akan diuntungkan dengan perubahan jumlah laba yang meningkat
dan lebih besar daripada sebelum melakukan perencanaan pajak. Perusahaan
yang mengimplementasikan perencanaan pajak harus dapat memiliki

pemahaman terhadap setiap ketentuan yang ditetapkan yaitu tidak melanggar



peraturan perpajakan yang berlaku, karena jika hal tersebut terjadi maka akan
berpotensi mengalami denda dan sanksi pajak. Penerapan perencanaan pajak
secara legal maka berpotensi untuk mencapai keberhasilan perencanaan
pajak, sehingga dengan keberhasilan perencanaan pajak akan meningkatkan
jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan, maka akan meningkatkan pula
modal kerja perusahaan. Perencanaan pajak (tax planning) yang dapat
dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain tax planning
untuk pajak penghasilan pasal yaitu Pajak penghasilan pasal 21.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang diberlakukan di negara
Indonesia. Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan
terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh
orang pribadi atau badan usaha yang berada di dalam negeri maupun di luar
negeri (Agustina dan Sumaryana, 2022). Pajak penghasilan pasal 21 adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang
pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau
uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Bagi
perusahaan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan 21 harus
mempunyai kemampuan dalam memahami prosedur perhitungan, penyetoran
dan pelaporan PPh pasal 21 agar pembayaran pajak terutangnya lebih efektif

dan efisien. Memanfaatkan perencanaan pajak umumnya dilakukan untuk



memaksimalkan beban pajak yang diperkenankan sebagai pengurang serta
dapat menggunakan metode-metode akuntansi yang tepat agar terhindar dari
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terjadi.

Perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui
perlakuan atas PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terkait dengan hal tersebut,
terdapat tiga metode alternatif pemotongan pajak yang dapat dipilih
perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 antara lain gross
method (pajak yang ditanggung karyawan), net method (pajak yang
ditanggung perusahaan) dan gross up method (perusahaan memberikan
tunjangan pajak) (Anjarwati dan Viki, 2021). Dengan memilih salah satu dari
perhitungan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk
meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada
karyawan dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu
mencapai tingkat laba yang maksimal.

Penelitian menurut Nareswari dan Sitinjak (2019) mengungkapkan
bahwa penerapan metode gross up dengan memberikan tunjangan pajak
bermanfaat dalam perhitungan fiskal, karena tunjangan pajak dengan metode
gross up tersebut dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto
perusahaan. Penelitian dari Amalia (2017) mengungkapkan bahwa dengan
menggunakan metode net mampu meminimalisasikan jumlah pajak
penghasilan 21 terutang dibandingkan dengan metode gross up. Berdasarkan

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nareswari dan Sitinjak (2019)



diperoleh kesimpulan bahwa metode gross up mampu menghasilkan PPh
badan terutang menjadi lebih kecil dan take home pay karyawan tidak
berkurang. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi dan
periode yang berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga dalam
penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perusahaan yang berada
di Kota Denpasar yang bernama PT Y.

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha
perdagangan yaitu perdagangan jual beli alat elektronik. Perusahaan telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menganut self assessment
system yang berlaku di Indonesia. Tahun 2022 PT Y memiliki karyawan
sejumlah 31 orang, dengan beban gaji setahun sebesar Rp 1.605.600.000 dan
perusahaan membayar beban PPh pasal 21 sebesar Rp 32.913.250.
Perusahaan belum dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena terdapat
pembayaran pajak penghasilan badan yang kurang efektif. Hal ini
dikarenakan perusahaan menggunakan metode pemotongan PPh pasal 21
yaitu metode net untuk menanggung pajak karyawannya. Tabel 1.1
menunjukan bahwa dari tahun 2019-2022 jumlah biaya gaji dan biaya PPh

pasal 21 selalu mengalami peningkatan



Tabel 1. 1 Data Gaji Dan Biaya PPh pasal 21 Tahun 2019 - 2022

Tahun Beban Gaji Beban PPh Ps| 21
(Rp) (Rp)

2019 739.500.000,00 9.287.120,00

2020 979.500.000,00 10.235.667,00

2021 1.106.800.000,00 22.299.035,00

2022 1.605.600.000,00 32.913.250,00

Sumber: PT Y, 2023

Berdasarkan informasi kondisi biaya pada tabel 1.1, jika PT Y tetap
menerapkan metode net dapat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh
perusahaan menjadi lebih kecil karena dalam metode net, biaya PPh pasal 21 tidak
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi positif, maka
diperlukan perencanaan pajak untuk dapat mencapai laba yang maksimal, namun
tetap dengan mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang terdapat pada PT Y, maka penulis
melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang
perpajakan mengenai perencanaan pajak, maka diangkat judul penelitian Tugas
Akhir dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Tax Planning Dalam

Strategi Meminimalisasi Jumlah Pajak Terutang Pada PT Y”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat
dirumuskan sebagai berikut:
1.2.1 Bagaimanakah perbandingan jumlah pajak yang terutang oleh PT Y

sebelum penerapan tax planning dan setelah penerapan tax planning?



1.2.2 Bagaimanakah dampak penerapan tax planning dalam upaya untuk

meminimalisasi jumlah pajak terutang pada PT Y?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu batasan pada ruang lingkup
permasalahan agar pembahasan pada suatu topik permasalahan tidak
didiskusikan secara melebar dan jauh, sehingga tujuan pembahasan akan
fokus terhadap suatu pokok permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan
masalah bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan pokok
permasalahan agar penelitian dapat terarah dan memudahkan pembahasan
sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Perpajakan yang terdapat di
Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak penghasilan dan pajak pertambahan
nilai, maka dari itu batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini
berfokus pada tax planning PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan

metode pemotongan PPh pasal 21.

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari
dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.4.1 Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang terutang oleh PT Y
sebelum penerapan tax planning dan setelah penerapan tax planning.
1.4.2 Untuk mengetahui dampak penerapan tax planning dalam upaya untuk

meminimalisasi jumlah pajak terutang pada PT Y.



1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini

diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi baik secara

langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

151

1.5.2

Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

sarana pertimbangan, pemikiran, dan wawasan bagi pihak peneliti

maupun pihak lain mengenai perencanaan pajak (tax planning) untuk

mengefisienkan pajak terutang. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan

pedoman dan tambahan sumber pustaka yang berhubungan dengan

bidang Akuntansi dan Perpajakan.

Manfaat Empiris

Secara empiris hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

berikut:

a. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan
pengetahuan mahasiswa serta mengimplementasikan ilmu yang
diperoleh dibangku perkuliahan khususnya dalam bidang
Perpajakan untuk melakukan kontrol terhadap beban pajak dan
pembayaran pajak namun tetap dengan cara yang legal dan sesuai
dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku serta

penelitian ini  bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat
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menyelesaikan program Diploma Il Akuntansi Politeknik Negeri
Bali.

Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai
tambahan referensi dalam bidang kepustakaan dalam
pengembangan  penelitian  selanjutnya serta menambah
pengembangan kurikulum sehingga terwujud kesesuaian antara
Pendidikan di bangku perkuliahaan dengan praktik yang terjadi di
lapangan atau di perusahaan.

Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dan informasi yang berguna bagi perusahaan khususnya dalam
bidang perpajakan dalam mengelola perencanaan pajak sehingga
dapat memperoleh laba yang optimal namun tetap memenuhi
kewajiban perpajakannya tanpa melanggar aturan undang-undang

perpajakan yang berlaku.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penerapan tax planning dengan menggunakan metode pemotongan PPh
pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada
pasal 17 ayat (1) dan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-16/PJ/2016, sehingga berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa:

a. Terdapat perbedaan jumlah biaya PPh pasal 21 karyawan sebelum tax
planning dan setelah tax planning. Penggunaan metode net dalam
melakukan perhitungan PPh pasal 21 menimbulkan biaya PPh pasal 21
sebesar Rp 32.913.250 yang tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan
fiskal, karena biaya PPh pasal 21 tersebut dalam Pasal 9 huruf H UU No. 36
Tahun 2008 disebutkan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,
sehingga diperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp 115.047.802.
Penerapan metode gross up dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21
menghasilkan biaya PPh pasal 21 sebesar Rp 37.411.150 yang dapat
memberikan penghematan pada jumlah PPh Badan terutang dibandingkan
dengan menggunakan metode net, hal ini dikarenakan biaya PPh pasal 21
pegawai merupakan tunjangan yang dapat dijadikan sebagai pengurang
(deductible expenses) dalam laporan Rekonsiliasi Fiskal sehingga jumlah

PPh Badan terutang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 108.841.459
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b. Penerapan tax planning dengan metode gross up berdampak terhadap
jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan
penerapan pemotongan PPh pasal 21 metode net, hal ini dikarenakan adanya
tunjangan PPh pasal 21 yang dapat menjadi pengurang atau dapat
dibebankan dan laba fiskal dapat diminimalisasikan dan jumlah PPh Badan
terutang menjadi lebih rendah sehingga penerapan metode gross up dalam
perhitungan PPh pasal 21 menghasilkan penghematan pajak terutang badan
sebesar Rp 6.206.343, sehingga penerapan metode gross up merupakan
langkah yang efektif diterapkan karena mampu memberikan penghematan

pajak dan mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan.

5.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat
disampaikan dalam melakukan tax planning sebagai upaya dalam
meminimalisasikan jumlah pajak terutang yaitu:

a. Perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai
dengan ketentuan perpajakan, dengan kondisi jumlah kewajiban perpajakan
yang ditanggung perusahaan yang cukup besar. Dalam perhitungan PPh
pasal 21 dengan menggunakan metode net maka perusahaan akan
memperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp 115.047.802, sedangkan
jika perusahaan menerapkan metode gross up akan memperoleh jumlah PPh
Badan terutang sebesar Rp 108.841.459 sehingga perusahaan akan

memperoleh penghematan PPh Badan terutang sebesar Rp 6.206.343 dan
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dari hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk PT Y
dalam memilih metode yang akan digunakan saat melakukan pemotongan
PPh pasal 21.

Disarankan untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan
jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode

atau alat yang berbeda dan memperluas periode pengamatan
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